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A. Kesimpulan  
 Pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil-BPN Provinsi Kalimantan 
Selatan dalam penertiban dan pendayagunaan tanah Hak Guna Usaha yang 
telantar sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Kanwil-BPN Provinsi Kalimantan Selatan telah 
melaksanakan tugasnya yakni mengelola basis data, evaluasi hasil 
inventarisasi, dan atau identifikasi serta menyusun saran tindak dan 
langkah-langkah penanganan serta menyiapkan usulan penertiban dan 
pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang 
hak atas tanah, pengendalian penerapan kebijakan dan program 
pertanahan, pengelolaan tanah negara, serta penanganan tanah telantar dan 
tanah kritis. Terdapat 40 Hak Guna Usaha terindikasi telantar. Dari 40 
tanah Hak Guna Usaha ada yang sudah dalam tahap peringatan pertama 
yang diberikan kepada pemegang HGU yaitu Malinda Jaya Diraja. 
Peringatan kedua diberikan kepada pemegang HGU yaitu Mangga Agung 
Harum Manis. Peringatan ketiga diberikan kepada pemegang HGU yaitu 
Joyo Hariyanto, Deli Murni Wijaya, Parembe, Bumi Raya Investindo, 
Lunik Anugrah dan Gunung Meranti Raya Playwood.  Selain itu dua tanah 
Hak Guna Usaha milik Senta Windu Utama Tabanio dan Windu Utama 





Kabupaten Tanah Laut telah ditetapkan sebagai tanah telantar oleh Kepala 
Badan Pertanahan Nasional berdasarkan usulan dari Kanwil-BPN Provinsi 
Kalimantan Selatan.  
Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan daerah yang paling 
banyak memilki tanah Hak Guna Usaha baik milik perseorangan atau 
badan hukum yang tersebar di seluruh kecamatan. Luas tanah Hak Guna 
Usaha yang diindikasikan telantar di Kabupaten Tanah Laut seluas 
19.664,54 hektar. Keberadaan tanah Hak Guna Usaha yang telantar perlu 
diupayakan pengendaliannya sehingga tidak semakin meningkat 
mengingat Kabupaten Tanah Laut memilki tanah Hak Guna Usaha yang 
paling banyak dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainya yang 
berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. 
B. Saran    
Berdasarkan pada kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan 
saran yang sekiranya dapat berguna bagi semua pihak. 
1. Kanwil-BPN Provinsi Kalimantan Selatan supaya lebih aktif lagi 
dalam upaya pengendalian pertanahan dengan melakukan sosialisasi 
tentang hak dan kewajiban kepada masyarakat khususnya para 
pemegang HGU guna menunjang proses penertiban tanah telantar. 
2. Pemegang HGU supaya mempergunakan tanahnya sesuai dengan sifat 
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